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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan lelang hak tanggungan 

melalui parate eksekusi dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur akibat 

pembatalan lelang parate eksekusi oleh putusan pengadilan. Masalah yang dibahas 

meliputi bagaimana lelang hak tanggungan melalui parate eksekusi dan 

bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas pembatalan lelang hak 

tanggungan melalui parate eksekusi oleh putusan pengadilan. Penelitian 

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan  konseptual dan pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. 

Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa (1) pengaturan parate eksekusi telah 

sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Pelaksanaan 

parate eksekusi berdasarkan pada prinsip cepat, mudah dan pasti, sederhana, adil, 

terbuka untuk umum, pelaksanaan lelang eksekusi harus mengeluarkan risalah 

lelang, lelang eksekusi untuk mendapatkan harga tertinggi. Hal ini sesuai dengan 

asas lelang yaitu asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian 

hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. (2) Bentuk perlindungan hukum 

dalam parate eksekusi tercermin dalam hasil penjualan lelang objek hak 

tanggungan serta adanya alternatif mekanisme eksekusi yang lain apabila parate 

eksekusi dibatalkan oleh putusan pengadilan. Perlindungan hukum tersebut 

dianggap telah memenuhi tiga unsur perlindungan hukum yaitu kepastian, 

kemanfaatan, dan keadilan. 
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